
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antt B _BP¥Fintijh Pu sat dan 

J 11~.~-~kPO J KEPAI..& liACIA:, If 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (.Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Norn.or 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norn.or 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menerapkan Peraturan 
Bupati tentang Tambahan Peoghasilan Pegawai Negeri 
Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan 
Kelangkaan Profesi; 

a. babwa dalam rangka meningkatkan k:inerja dengan 
basil yang terukur serta untuk rneningkatkan 
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kabupaten Jepara, maka perlu adanya tambahan 
penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan 
pemerintah Kabupaten Jepara sesuai dengan beban 
kerja, tempat berrugas dan kelangkaan profesi; 

Meoimbang 

BUPATJ JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAJ NEGERl SJPll, 
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPATBERTUOAS DAN 

KELANGKAAN PROFESI 

PROVINSJ JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 70 TAHUN 2016 
TENTANG 

BDPATJ JEPARA 



12. Perann:an Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

f J ·~~~.~~~o JI ~e,~~. ~---~,:\~i,A"- tl 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 
Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tamba.han 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerinta ban Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apara.tur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuka.n Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang No.mor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



pejabat yang mempunyal .~ . - 

1. Bupati adalah Bupati Jepara. 
2. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
3. Pembina Pejabat Kepegawaian adalah 

Dalam Peraturan Bu-pati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAJ NEGERI SIPJL BERDASARKAN 
BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN 
PROFESf. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nornor 11). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 21 
Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab; 

15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru clan Dosen, Tunjangan Khusus 
Guru dan Dosen, serta Tunjangan l(ehormatan Profesor 
(Le.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 



12. Guru adalah Pegawa.i Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai 
satuan admin.istrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman 
Kanak-kanak Luar Biasa / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal, 
Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa &°':~~~J;-:~' 

11. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus clipergunakan untuk 
menjalankan tugas pokok dan fungsi, 

10. Tambaban Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah 
sejumlah uang yang diberikan oleb Pemerintah Daerab kepada PNS 
dalam rangka peningkatan kincrja dan kesejahtcraan pegawa.i yang 
melaksanaka tugas dengan memillki ketrampilan khusus dan langka. 

9. Tambahan Peaghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah 
sejumlah uang yang diberikan oleb Pemerintah Daerah kepada PNS 
dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang 
dalam melaksanakao tugas cli daerah yang memiliki tingkat kesulitan 
tinggi clan terpencil, 

8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah sejumlah 
uang yang cliberlkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
peningkatan kinerja dan kesejahceraan pegawai, berdasarkan beban 
kerja yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan struktural dan 
staf/fungsional sesua.i tugas dan fungsi. 

sejumlah uang yang diberikan oleh 
PNS yang bekerja dilingkungan 
rangka peningkatan kinerja dan 

Tambahan Penghasilan adalah 
Peme:rintah Daerah kepada 
Pemerintahan Daerah dalam 
kesejahteraan pegawa.i; 

7. 

6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas dao taaggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri 
sipil dalam rangka rnernimpin suatu organisasi; 

5. Perangkat Daerab adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan 
Perwakilaa Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang meajadi kewenangan Daerah. 

4. .Pegawai Negeri Sipil yang selanjumya disingkar PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, cliangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang terdiri 
dari Pegawai Negeri Sipil dan Caloa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

kewenangan menetapkan pengangkatan, peminda.ban, dan 
pemberhentian Pegawa.i ASN dan pembinaan Manajemen ASN di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 



(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada PNS yang 
menduduki jabatan strukturaJ dan staf / fungsional sesuai rugas dan 
fungsinya. 

Pasal 4 

(3) Besaran t.ambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercanturo dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

(2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yaitu; 
a Tambah.an penghasilan berdasarkan beban kerja; 
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; dan 
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi. 

(1) PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Pemeri:ntah 
Daerah diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jenisnya, yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 3 

BAB Ill 
JENI$ TAMBAHAN PENGHASILAN 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Tambahan Penghasilan; 
b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan; dan 
c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan. 

BAB LI 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

14. Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerab yang yang 
selanjutnya disingkat PPK BLUD adalab pola pengelolaan keuangan 
yang memberikan Ileksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-prakte.k bisnis yang sebat untu.k: meningkatk.an pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

13. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberlkan kepada guru 
yang memiliki sertifikat pendiclik sebagai penghargaan atas 
profesionalitasnya. 

Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengab Pertama Luar 
Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah 
Menengah Atas Luar Biasa / Sekolab Menengab Kejuruan / Mad.rasah 
Aliyah / Madrasab Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; 



b. jika tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang 
sah, tambaban penghasiJan diberikan setelab dipotong 3% (tiga 
prosen) per bari tidak masuk kerja; 

a. Jika melaksanakan ape! pagi dan bekerja setiap hari kerja sesuai 
dengan jam kerja efektif dalam satu bulan, tambahan 
penghasilannya diberikan secara pen uh; 

(l)Ta.mbaban Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diberikan dengan syarat sebagai berikut; 

Pasal6 

BABIV 
SYARAT D£BER!l<AN TAMBAHAN PENGHASJLAN 

(2) Selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), juga diberikan tambahan pengbasilan lain setlap bulannya 
sebagai berikut: 
a. Untuk staf pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan 

keuangan daerah, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 
b. Untuk pejabat dan staf pada RSUD RA. Kartini, sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 
c. Untuk kepala sekolab dasar Negeri, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah); 
d. Untuk kepala Puskesmas Karimunjawa dan dokter Puskesmas 

Karimunjawa, sebsar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah); 
e. Untuk PNS yang bertempat kerja di wilayah Karirnunjawa, selain 

dokter dan kepala Puskesmas Karimunjawa, sebesar Rp. 500.000,­ 
(Luna ratus ribu rupiah); 

f. Untuk PNS yang bertempat kerja di desa Parang. Desa Nyamuk, 
desa Genting, sebesar Rp. 750.000,- [tujuh ratus Lima puluh r.ibu 
rupiah). 

(1) Tambahan penghasiJan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
diberika.n setiap bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya. 

Pasal s 

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (2) buruf c, diberikan kepada PNS pejabat 
fungsional auditor atau yang sudah rnenjalankan tugas sebagai 
auditor sesuai jenjang dan golongan. 

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada PNS yang 
bertugas di wilayah Kecarnatan Karimunjawa: 



{6) Dalam bal PNS mengambil cuti dilua.r tangggungan negara, tidak 
diberikan tambaban penghasiJan. 

(5) Apabila PNS mengambil cuti tahunan, cutl bersalin, cuti sakit, cuti 
karena alasan penting atau cuti besar, roaka tambahan penghasllan 
diberikan seteJah dipotong masa cuti. 

(4) PNS dengan status titipan di lingkungan Peroerintah Daerab atau PNS 
dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan 
penghasilan, kecuali yang bersangkutan belum atau tidak menecima 
tambaban penghasilan termasuk aang lauk pauk dan/atau uang 
kehormata.n yang harus dibuktikan deogan surat pemyataao dari 
kepala Perangkat Daerah/instansi yang bersanglrutan. 

(3) Dalam ha! PNS yang wilayah kerjanya jaub dari lnstansl lnduknya, 
dapat mengjkuti ape! pagi dan ape! slang hari serta mengisi daftar 
kehadiran Iabsen finqer print) pada kantor Kecamatan terdekat. 

(21 Ketentuan ape! pagi, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud. 
pada ayat (1) mengacu pada Peraturan yang mengatur tentang Apel 
Pagi d.an Jam Kerja bagi Para Pegawai Di Llngkungan Pernerintah 
Daerah. 

g. Jika pulang sebelum waktunya tanpa keterangan yang sah, 
tambaban penghasilannya diberikan setelah clipotong 2o/o (dua 
persen) per hari pulang sebelum waktunya; 

f. Jika tldak melaksanakan apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai 
dengan ketentuan hari dan jam k.erja efektif, tambahan 
penghasilannya diberikan setelah dipotong 1°/o (satu persen) perhari 
tidak mengikuti ape! pagi; 

e. Jika tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis lebih dari 2 (dua) 
hari kerja, maka pada hari kerja ke 3 (tiga) dan seterusnya dianggap 
tanpa lreterangan, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana 
huru.f b; 

d. Jika melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor atau tidak masuk 
kerja dengan keterangan tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja 
dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tldak dikenakan 
potongan. 

c. Pemberitahuan/ keterangan yang sah sebagimana dimaksud pada 
huruI b merupaka.n pemberitahuan/ keterangan tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturao perundang­ 
undang;an di bidang kepegawaian. 



l(EPALA SKPO ikEPAL~ BA014r, jl 
PErlGUSUL L UUKUM ! 

Bagian Kedua 
Pengendalian 

(31 Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan oleb aparat pengawasa.n fungsional pemerintah daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(21 Sistem Pengawasan internal sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah oleh atasan 
langsung secara berjenjang. 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan 
PNS dilaksanakan melalui : 
a. Sistem Pengawasan internal; dan 
b. Pengawasan fungsional. 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal9 

BABV 
PENOAWASAN, PENGE.NDALlAN DAN PELAPORAN 

Dokumen yang harus dilengkapi pada SPP·LS untuk pembayaran 
tambahan penghasilan sebagai berikut : 
a. Daftar baclir apel pagi dan slang Isecara manual), daftar hadir masuk 

kerja print out finger print; 
b. Rekapitulasi daftar hadir apel pagi dao siang, da.ftar hadir masuk kerja: 

dan 
c. Rencana keglatan bulanan pejabat struktural dan laporan kegiatan 

harian pns yang ditandatangani oleh pejabat diatasnya. 

Pasal 8 

(3) Tambahan penghasilan diberikan kepada guru PNS yang belum 
menerima tunjangan profesi guru. 

(2) PNS banya berbak menerima l (satu) jenis tambahan penghasilan. 

(11 Guru PNS yang bertugas di wilayah Kecamatan Karimunjawa yang 
telah mendapatkan tunjangan khusus guru tidak mendapatkan 
tarobaban pengbasilan berdasarkan tempat bertugas, kecuali sebagai 
kuasa pengguna anggaran, 

-PasaJ 7 



Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 15 Deeember 2016 

SEKRE'J'ARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Plt. BlJPATI JEPARA, 

Ditetapkao di Jepara 
Pada tanggal 15 Desember 20 T 6 

PENELfT!(•N PROOUK HUKUM 
.• ,\II PARAF 

Sei<<etllnS [l I A 
AtHtt~n I • 
KE"al!> e~.,,:.11 ,Lu ~. 
KaJUL-39 "ff " l\ . 

K1:PitE s,:c•:i 1~cn;u3ul J 
E.,.. 'i•/\N HUKIJM - 

pengundangan 
Belita Daerah 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintabkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada sejak taoggal 1 Jaouari 2017. 

Pasal 13 

Deogan berlakunya Peraturan Bupatl ini maka Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 44 Tabun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, iempat Ben:ugas dan 
Kelangkaan Profesi (Serita Daerah Kabupat.en Jepara Tahuo 2012 Nomor 
734) dicabut clan d!.nyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan rekapitulasi kebadiran PNS 
daJam orgaoisasinya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling 
lambat tanggal 10 bulan berlkutnya. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 
Pasal 11 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara 
bertangguogjawab atas kebenaran rekapitulasi kebadiran. 

(1) Kepala Pera.ogkat Daerah clan atasan langsung secara berjenjang 
wajib melakukan pengendalian terhadap pernberian tambahan 
penghasilan. 

Pasal 10 



500.000,- 

750.000,- 

I. Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang Rp. 
berrugas di wilayah Kecamatan Karirnunjawa 
kecuali Dcsa Parang, Desa Karimunjawa yang 
berada di Pulau Genting dan Desa Nyamuk 

2. Tambahan sebagai Pejabat dan Petugas yang Rp, 
bertugas di wilayah Kecarnatan Karimunjawa 
yang berada di Desa Parang, Desa Karirnunjawa 
yang berada di Pulau Gen Ling dan Desa Nyamuk 

n BERDASARKAN TEMP.AT BERTUGAS 

B. STAF / FUNGSIONAL 

1. Golongan IV Rp. 1.150.000,- 

2. Golongan 111 Rp. 1.100.000,- 

3. Golongan [I Rp. 1.050.000,- 

4. Golongan r Rp, 1.000.000,- 

I .BERDASARKAN BEBAN KERJA 

A. PEJABAT STRUKTURAL 

1. Eselon II a Rp. 15.000.000,- 

2. Eselon II b Rp. 8.000.000,- 

3. Eselon Ill a Rp. 6.000.000,- 

4. Eselon rn b Rp. 5.000.000,- 

5. 11:selon Na Rp. 3.500.000,- 

6. Eselon Nb Rp. 2.500.000,- 

7. Eselon V Rp. 2.000.000,- 

8. Kepala Sekolab sebaga.i Kuasa Pengguna Rp. 2.000.000,- 
Anggaran 

NO ESELONERING / JABATAN 

BESARNYA 
TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEF 
BULAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
BERDASARKAN DEB.AN K.ERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN 

KELANGKAAN PROFESI 

: PERATlJRAN BUPATI JEPARA 
Nomor 70 Tabun 2016 
TanggaJ : 15 Deeember 2016 

Lampi ran 



IBWAN 

s,,, 
,\• - =u; - I "' ,f IJ 
Ko. 

t: - Ill J'<UM 

Pit. BUPATI JEPARA, 

lll BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI 

L. Jenjang Auditor Ahli 
a. Auditor Utama (JV/d-lV/eJ Rp. 4.000.000,- 
b. Auditor Madya (JV /a- TV /c) Rp. 3.000.000,- 
c. Auditor Muda (111/c- Lll/d) Rp. 2.500.000,- 
d. Auditor Pertama (Ul/a- 111/b) Rp. 2.000.000,- 

2. Jenjang Auditor Trampil 
a. Auditor Penyelia (lll/c - lll/d) Rp. 2.500.000,- 
b. Auditor Pelaksana Lanjuian (111/a-lil/b) Rp. l. 750.000,- 
c. Auditor Pelaksana (11/c -11/d) Rp. 1.250.000,- 


